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PEMERINTAH KABUPATEN MUKOM UKO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOI,IOR OI TAHUN 2006

TENTANG

POKOK.POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DILINGKUNGAN PEMERI NTAH KABUPA'TEN MUKOM UKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAI'IA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

:a.bahwadalamrangkaterciptanya,PenyelenggaraanPemerintahDaerah
yang uersin dan-bebas'dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta

Berorientasi kepada peningkatan peiayanan kepada^masyarakat, perlu

adanya p.Oor?n: Oitam 
-Pengetdtaan Keuangan Daerah Kabupaten

Mukomuko ; i,
b.bahwasehubungandenganmaksudhurufatersebutdiatasdanda|ant

iangt<a mataxsailxan xibilaxsanaan Keuangan Daerah sesuai dengan

kaidah pengeroi;r; X.t.iGtn Publik serti pelaksanaan lebih lanjut

pasal 3 ayat if)-UnOang-inOang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 14

ayaf (1y, 
'feriirlran pelrerintah Nomor 105 Tahun 2000, perlu

menetapkan po[ep-pokok pengelolaan Keuangan Daerah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko'

:1.Undang-undangNomorgTahunlg6TtentangPembentukanPropinst
Bengkulu 1r_emiaran Negara [eRuntix 

lndonesra Tahun 1967 Nomor 19,

Tanrbahan rn*u.run lr*iara Republik Indonesia Nomor 2828);

2'Undang.unoangNomorlBTahunlggTtentangPajakcJanRetri|irrsi
Daerah (t*emuiran" rrriguru RepuUltx Indc,nesia Tahun 1997 Nomor ''11 ,

Tambahan u..t.i.n lr*gara Republik lnclonesia Nomor 3sB5);

3. Undang-unoang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan clan

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat' Dewan Perwakilan

Rakyat dtn r;;;;; b**uxiitn-Rakvat Daerah (Lembaran Negai"a

Republik lnd;;;; tanun 1999 Nomor 24' Tambahan Lorrbaran

Negara Nomor 3811);

4. Undang-undang Nomor 2B Tahun l ggg tentang penyelenggaraan

Negara yrng 
'il.rrii' i.n U"n*i .dari Korupsi, Kolusi^dan Nepotisme

(Lembaran f'legara ^fenunf'1\- 
rnAon*uiu' Tehun1S90 f'lomor 75'

fu*U.nnn Lemiaran Negara Nomor 3951);

5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daeralt dan

Retribusi pu*rln'i;;;";". f'f ugrtu-Ripublik Indonesia Tahun 2000

Nornor 246, T;;;;;;n lemoarari Negara Nomor 4048);
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7.

undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten

Mukomiuko, Klbupaten Seluma dan Kabupaten X"^'I 
^Oi 

Propinsi

bungkrfu (Lembaran Negara RepublikJndonesia Tahun 2003 Nomor 23'

Tam-bahan Lembaran Negara Nomor 4266 );

Undang.undangNomorlTTahun2003tentangKeuanganNegara
(U.*Uirrn Nigara Republik lndolesia Tahun 2003 Nomor 47,

iambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

8. Undang-undang Nomor 01 Tahun 20a4 tentang Perbendaharaan

tl.g"rr- (LembJran Negara Republik Indonesia Tiahun 2004 Nomor 05,

failUanin Lembaran Negara Nomor 4355);

9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2A04 tentang Pemeriksaan

Pengelilaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. (Lembaran

lregira Republii Inddnisii' Tahun zocH Nomor 66' Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4400);

10. undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembiran Hegaia Republik. .Indonesia Tahun 2004 Nomor 125'

iambahan Lembaran Negara Nomor 4437)''

11.Undang-undangNomor33Tahun2004tentangPerimbanganKeuangan
Antara pemerintah Fusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

c.puuril tnoonesia Tahun 20M Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4438);

12. Peraturan pemerlntah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya

Undang_unoung Nfror g Tahun 1g67 dan Pelaksanaan Pemerintahan i'
di propinsi eengiuiu il"*brr"n Negara Republik lndonesia Tahun 1968

Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun

Pemerintan dan Kewenangan Propinsi

(Lembaran Negara Republik lndonesia

iamUanan Lembaran Negara Nomor 3952);

2000 tentang Ketvenangan
sebagai Daerah Otonom
Tahun 2000 Nontor 54,

I
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentsng Dana

perimbangan (L;*;;;un' 
'i.f 

"trru. 
Republik Ind.onesia Tahun 2000

Nomor zOt, ramoahan Lembaian Negara Nomor 4021);

ls.PeraturanPemerintahNomorl05Tahun2000tentangPenge|o|aandan
Pertanggunelrrr;uJn fuutng"n Qlerah (Lembaran Negara Republik

tndonesia frnui-idO.-Grior ZOe, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4022);

l6.PeraturanPemerintahNomorl06Tahun2000tentangPengelo|aandan
Pertanggungit*";t?'li;;;;;; oaram Pelaksa naan Dekon sentrasi d a n

Tugas pemoantuJ; ii;b;;n ruesaia Republik lndonesia Tahurr 2000

Nomor zOe, ramJan)an Lemuaran Negara Nomor 4023);

lT.PeraturanPemerintahNomorl0TTahun2000teltgngPinjaman
Daerah (r_emnarl'n N"b.r" n.publik-lndonesia Tahuh 2000 Nomor 204'

iJ'i,n.H.n Lembaran ti"gtra Nomor 4024);

lB.PeraluranPernerlntahNomorl0sTahun2000tentangTataCara
Pertanggunglr;[t; xefJra oaemn-(tefb,aran,l:gttt Republik

lndonesia rrr,oi"idoo'-ili.oi zos, Tambahan Lembaran Negar*

Nomor a025);



l9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4026);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penrbinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4090);

21. Peiaturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 ientang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahutt 2001 Nomor 1 18,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

22.Peraluran Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 20C1 Nomor 1 18,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 1 3B);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2404 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota DPRD (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 20M Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4416);

24, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomrlr 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan
Tata Usaha Keuan.gan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA },
DEWAN PERWAKILAN MKYAT DAERAH

KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN:

lltenetapkdn: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG POKOK'

POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAI'I.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 '

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan:

& Daerah adalah Daerah Kabupaten Mukomuko'

b.PemerintahDaerahadalahPemerintahKabupatenMukgmuko.
c. Devran Peil.yakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Penvakilart

Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko'

d. Peraturan Daerah yang selanJutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten

Mukomuko.

e. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko'

f, Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupateh Mukomuko'

P|RDA Kab, Mukomuko Tahun 2006
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g' Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan memdantu Bulati onLm penyete.ng.garaan pemerintahan yangterdiri dari sekretariat Daerah, Dinas Daerah, r-*inulg. Teknis Daerah, Kecematan cjanKelurahan.
h' Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah datam rangkapenyelenggaraan Pemerintah Daerah .yang .oapai dinilal dengan uang termasukdidalamnya seg.ala.bentuk kekayaan aset yarig berhubungan dengin naf cta6 kewajibanDaerah tersebut dalam kerangka Anggaranpeidapatan dan Belanja Daerah,i' Anggaran Pendapatan dan Belanja D_aerah yang setanjutnya disingkat ApBD adalahsuatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah'y"ig oitrtrpkan berdasarkan peraturan

Daerah tentang APBD. 
-

j' Pemegang Kekuasaan untum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karenajabatannya mempunyai kewenangan menyeleiggarakan reserurun,in pengelolaankeuangan Daerah dan mempunyai.iewajiu3lllenGmpaikan p.rtunggrngjarvaban ataspetaksanaan kewenangan tersebut kepadi DpRD xluupaten Mukomuko.
k' Perangkat Pengelola Keuangan Daerah adalah perangkat Daerah yang Dertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam'penf etotaan xeuani an 

"Da 
erah.l' Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah PeJabat,dan etau pegawai unit Daerah yangberdasarkan peraturan perundang-undangan ying 

'beihru 
oibeii xen enaligan tertentudalam rangka pengelolain keuang?n oaerln. ' -

m' Badan Perencanaan Daerah adalah Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Mukomukosebagal Pembantu Bupati dalam bioang perencanaan.
n' Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten lvlukomuko

sebagai Pembantu Bupati dalam bidang pengawlsan,
o' Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh pemegang,

Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daeiah untuk meng*ritu p"n*rjmaan danpengeluaran Kas Daerah serta segala oentuk kekayaan Daerah lalnnya. 
- - -

p' Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gendahara
Umum Daerah.

q' Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas metaksanakan
kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap ,"nn ro4n pengguna
Anggaran.

r. Pengguna Anggaran Daerah adalah Pejabat Pemegang kekuasaan pengguna Anggaran
Belanja Daerah.

s. Tim Anggaran adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati yang berlugas r')renyusun Strategi
dan Prioritas APBD bersama-sama dengan Panitia Anggaran dan rnenyiapkan rancangan
APBD.

t. Panitia Anggaran adalah alat kelengkapan DPRD.sebagai mana diatur dalarn peraturan
Tata Tertib DPRD.

u. Pendapatan Daerah adalah semua Penerimaan Kas Daorah dalam oeriode Tahun
Anggaran terlentu yang menjadi hak Daerah.
Belanja Daerah adalah semua Pengeluaran Kas Daerah yang menjadi beban Daerah
dalam periode lahun Anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah.
Pembiayaan adalah lransaksi keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk penutup selisih
antara Pendapatafl Daer:ah darr Belanja Daerah.
Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam oerioqJe tahun
Anggaran tertentu.

Dana Cadangart adalah Dana yang dislsihkan'untuk rnenampung kelrutulran yang
memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalanr Satu Tahurr
Anggaran.

v
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Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun
Anggaran tertentu.

Dana Perimb,angan adalah Dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerahr untuk membiayai kebutuhan
Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lobih Realisasi Pendapatan
terhadap Realisasi Pengeluaran Daerah dan merupakan komponen pembiayaan,

Barang Daerah adalah semua barang berujud milik Daerah yang berasal deri pembelian
dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah,

Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat
p€ngesahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan
perundang-undangan yang berlaku.
Piutang Daerah adalah jumlah uang yang inenjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain

kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau

akibat lainnya berdasarkan peralu ran peru ndan g-unda n gan yan g berlaku.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari
pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang, sehingga Daerah tersebut dibebani
kervajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazirn

terjadi dalam perdagangan.

Rencana strategis atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang disahkan oleh

DPRD dan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra, adalah rencana lima

tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program datt kegiatan Daerah.

hh. Perencanaan Program dan Kegiatan adalah Perencanaan Operasional yang disusun
pada setiap Tahun Anggaran. t,
proyek Tahun Jamak (Multi Years Project) adalah proyek fisik yang merupakan satu

kesituan dalam kontrak induk yang penyelesainnya/pelaksanaannya nremerlukan waktu

lebih dari satu Tahun Anggaran.

BAB II

SISTEM PENG ELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Korangka $lstem

Pasal 2

Sistem pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah merupakan sistem r'Jtama yang

merupakan integrasi dari 3istem Pererrcanaan, Pelaksanaan, Pengawasan Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Barang Daerah / Jasa Daerah'

Baglan Kedua '.

Pejabat Pengololaan Keuangan Daerah

Pasal 3

(1) Bupati sebagai Otorisator dan Ordonatur Pengelolaan Keuangan Daeralt adalah

merupakan P-emegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

(2) Selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuan$an Daerah\-' 
iebagaimana dimaksud 6alim ayat (1), Bupati dapat_ rnondeleOasikan sebagian atau

seluruh kewewenangannya f6paAi" Se'kretaris Daerah dan atau Perangkat

Pengelolaan Keuangan Daerah'

(3) penetapan para FeJabat Pengelola Keuangan Daerah akan dlatur leblh lanJut dengan

Peraturah BuPati Mukomuko.

PERPA Knb, Mukomuko Tnhun 20O6
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Baglan Kotiga
Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

(1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, ekonomis, efektif,
efesien, transparan 

. 
dan bertanggung jawab sesuai dengan 

'peraturan 
perundang-

undangan yang berlaku dengan memperhatikan azas Demokrasi, Keadilan dan KepatutJn
serta diperuntukkan bagi sebesar-besamya untuk kepentingan dan kesejalrteraan
masyarakat.

(2) Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai Peraturan perundang- Unciangan
Yang Berlaku dan Prinsipprinsip Akuntansi yang Diterima umum.

(3) Prinsipprinsip Akuntanslsebagaimana dimaksud ayat (1)pasal ini akan ditetapkan lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam Tahun terlentu.

Pasal 6

APBD disusun dengan Pendekatan Kinerja.

BAB III
ANGGAMN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Baglan Kesatu
Tahun Anggaran

Pasal 7

Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sama dengan Tahun Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bagian Kedua
StruKur APBD

Pasal B

StrukturAPBD nerupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
a. Pendapatan Daerah;
b. Beianja Daerah; dan
c. Pembiayaan,

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini, meliputi
semua Penerimaan yang merupakan Hak Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan
menjadi Penerimaan Kas Daerah.

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, meliputi semua
pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang akan
menjadi Pengeluaran Kas Oaerah.

Pembiayaan sebagaimana dinraksud pada ayat (1) huruf c pasal ini, meliputi Transaksi
Keuangan untuk menutup Defisit atau untuk memanfaatkan Surplus.

Pasal 9

(l) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada pasal I ayat (1) Peraturan Daerah ini,

diklaslfikasikan bordasarkan bidang Pemerintahan Daerah [:erclosarkan peraturan
perundang-und angan.

ffiffi -a-ffffi=:*.ffi==fr"*5::=-*==
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(2)

/1\

(4)
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(1)

Azas umum r.ffi?i:?rTltiu.lr,"n, n Daerah

Pasal 4

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, ekononris, efektif,efesien, transparan 
, 
dan bertanggung jawab s".rii aungrn peraturan perundang-undangan yang berfaku dengan mEmirtr-atikan azas Demokrisi, (eaoiian oarixeiatutanserta diperuntukkan bagi sebesar-besamya untuk kepentingan Jrn l*..iuIturur,.'masyarakat.

Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sesual peraturan perundang- UndanganYang Bertaku dan pn:nsippriniip Airniansiyang Diterima umum.
Prinsipprinsip Akuntansi_sebagaimana dimaksui ayat 1rf pasar ini ekan ditetapkan lebihlanjut dengan Peraluran Bupaii.

(2)

(3)

Pasal 5

APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam Tahun tertentu.

Pasal 6

APBD disusun dengan pendekatan Kinerja.

BAB III
ANGGAMN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Baglan Kesatu
Tahun Anggaran

Pasal 7

(APBD) sama dengan Tahun Anggaran

ir

Iahun Anggaran Pendapatan dah Belanja Daerah
Pendapatan dan Belanja Negara (ApBN).

(1)

(2)

(4)

(l)

Baglan Kedua
StruKur APBD

Pasal B

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
a. Pendapatan Daerah;
b. Belanja Daerah; dan
c. Pembiayaan.

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) huruf a pasat ini, nreliputi
semua Penerimaan yang merupakan Hak Daerah dalam satu tahun anggaran yang aKan
menjadi Penerimaan Kas Daerah.

Belanja Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal Ini, meliputi semua
pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang akar)
menjadi Pengeluaran Kas Daerah,

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini, meliputi Transaksi
Keuangan untuk rnenutup Defisit atau untuk memanfaatkan Surprus.

Pasal 9

Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada pasal I ayat (1) Peraturan Daerah ini,
diklasifikasikan berdasarkan bidang Pemerintahan Daerah berdasar*an peraturan
perundang-undangan.

PEftDA Kab" Ma!;;:, '::.r'kO fahun 2M6



I
(2) Daiam.rangka menyusun Statistik..Keuangan Pemerintah, klasifikasi struKur ApgDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasailni oiuuJixooe'n"kuning yrogii.u.uaikandengan mac€m dan jenis tewenlngan yang dimiliki Daerah,
(3) Setiap bidang pemerintahan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) pasal ini,dilaksanakan oleh Perangkat Daeiah yang' u.",tino.[ sebagal petaxsana Anggaranbertanggungjawab sesuai dengan tugas pbto"t< oan runjsi masirr-g-masing 

-

Pasal 10

Semua Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dianggarkan secara bruto dalarrr ApBD.

(t)

(2)

Pasal 11

Semua Penerimaan Daerah dan pengeluaran
dicatat dan dikelola dalam ApBD.
APBD, Perubahan APBD dan perhitungan ApBD
dan merupakan Dokumen Daerah.

Daerah dalam,rangka Desentralisasi

ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Bagian Ketiga
Pendapatan

Pasal 12

(l) Pendapatan Dae,rah sebagaimana dimaksud dalam pasal B ayat (1) huruf a peratu*h
Daerah ini, dirinci menurut.Kelompok Pendapatan yang meliputi-pendapatan Asti Daerah,
Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan yangsa*h,

(2) setiap Kelompok Pendapatan dirincimenurut Jenis pendaoatan. j

(3) Jenis pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dirinci menurut objek
pendapatan untuk selanjutnya akan dirinci menurut'rinciah objek penrJapatan,

Bagian Keempat
Belanja

Pasal 13

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal B ayat(1) huruf b Peraturan Daerah
ini, terdiridari:
a, Bagian Belanja Aparatur Daerah; dan
b. Bagian i3elanja Pubtik,

(2) Masing-masing bagian belanja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasat ini,
dirinci menurut Kelompok Belanja yang meliputi Belanja Administrasi Unrum Rotnnia
Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal.

(3) Setiap Kelompok Belanja dirinci menurut jenis Belanja,

(4) Jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dirinci nrenurut objek
belanja untuk selanjutnya akan dirinci menurut rincian objek belanja.

Pasal 14

(1) Belanja Tidak Tersangka dianggarkar'r untuk pengeluaran penangarran Bencana Alarn,
Bencana Sosial atau Pengoluaran Lalnnya yang sangat diperlukan dalam rangka
Penyelenggaraan kowenangan Pemerintah Daerah.
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Pengeluran Lainnya yang s€ngat diperlukan dalam rangka Penyelengaraan Kewenangan
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal iniyaitu :

a. Pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan
prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat yang Anggarannya tidak tersedia
dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan;

b. Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam Tahun Anggaran yang ,

telah ditutup dengan didukung bukti-buhiyang sah.

Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Tersangka sebagaimana dimaksud ditetapkan
dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat satu bulan
terhitung sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

3elanja Bagi Hasil

Pasal 15

dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria
bagai berikut:

Tidak menerima langsung imbal barang dan jasa;
Tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang;
Tidak mengharapkan adanya hasil.

Baglan Kelima
Surplus dan Dsfisit Anggaran

Pasal 16

Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah Aapgf
mengakibatkan terjadinya Surplus atau Deflsit Anggaran,

Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terjadii apabila
Anggaran Pendapalan Daerah lebih besar dariAnggaran Belanja Daerah.

DefisitAnggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terjaCiapabila Anggaran
Pendapatan Daerah lebih kecil dariAnggaran Belanja Daerah.

Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dimanfaatkan antara
lain untuk transfer ke Dana Cadangan, Pembayaran Pokok Utang, Penyertaan lvlodal

atau lnvestasi, dan atau Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan yang dianggarkan
pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah.

Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, dibiayai antara latn cjari

$isa Anggaran tahun lalu, Pinjarfran Daerah, Penjualan Obligasi Daerah, Hasil Penjualan

Barang Milik Daerah yang dipisahkan, Transfer dari Dana Cadangan, yang dianggarkan
pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah'

Sisa Perhitungan Anggaran Tahun be(alan merupakan selisih lebih dari SurpluVDefisit

ditambah dengan Pos Penerimaan Pembiayaan dikurangi dengan Pos Pengeluaran

Pembiayaan Daerah.

Bagian Keenam
PembiaYaan

Pasal 17

pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dirinci menurut sumber

pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.

H::=-5y-ri:
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Sumber Pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah dapat berupa:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu;
b. Transfer dari Dana Cadangan
c, Transfer dari Dana Depresiasi;
d. Penerimaan Pinjaman dan Obligasi
e, Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan; dan
f. Penerimaan lainnya.

$umber pembiayaan yang merupakan Pengeluaran Daerah dapat berupa:
a. Transfer ke Dana Cadangan;
b. Transfer ke Dana Depresiasi;
c, Penyertaan Modal;
d. Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo;
e. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan; dan
f, Pengeluaranlainnya.

Pasal 18

) Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan ciana
yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran.

Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, menetapkan tujuan,
besaran, dan Sumber Dana Cadangan serta jenis program/kegiatan yang dibiayai dari
Dana Cadangan tersebut.

Dana Cadangan yang dibentuk sebagaimana dinraksud dalam a'yat (1) pasal ini

bersumber dari kontribusi tahunan Penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus,
Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.

I Semua sumber penerimaan Dana Cadangan sebagaimona dimaksud dalam ayat (4)

Pasal ini, dan semua pengeluaran atas beban dana cadangan dicatatat dan dikelola
dalam APBD sehingga posisi Darra Cadangan dilaporkan sebagai bagian tidak
terpisahka n dari lapora n pertan g g u n gjawaba n AP B D.

Pasal 19

Pengisian Dana Cadangan setiap tahun dianggarkan dalam Kelompok Pembiayaan Jenis
Pengeluaran Daerah, Obyek Transfer ke Dana Cadangan.

Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada:
a, Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Trartsfer dari Dana

Cadangan;
b. Bagian, Kelompok, dan Jenis Belanja Modal.

Pasal 20

Aset Daerah berupa Aktiva Tetap selain tanah yang digunakan untuk operasional secara

langsung oleh Pemerintah Daerah didepresiasi dengan metodo garis lurus berdasarkan

umur ekonomisnya.

Depresiasi atas Aktiva Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)_Pasal,ini, dapat

digunakan untuk pembentukan dana, selanjutnya disebut Dana Depresiasi, guna

penggantian 8ss€t pada akhir fnasa umur ekonomis.
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Pengaiuran pembentukan Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal
ini, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan tujuan, besaran, dan
sumber Dana Depresiasi serta Jenis penggantian aktiva tetap yang dibiayai dari Dana
Depresiasi tersebut.

Dana Depresiasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari
Kontribusi Tahunan Penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman
Daerah dan Dana Darurat.

Pasal 21

Pengisian Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) setiap tahun
dianggarkan dalam Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Oaerah, Obyek Transfer
ke Dana Depresiasl.

Penggunaan Dana Depresiasi dianggarkan pada:
a, Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Transfer dari Dana

Depresiasi.
b. Bagian, Kelompok, dan Jenis Belanja Modal.

BAB IV
PENYUSUNAN APBD

Bagian Kesatu
Prlnsip Dasar Penyusunan APED

Pasal22

(l) APBD disusun dengan pendekatan kinerja berdasa*an tolak ukur yang tertuang dalam
rencana strategis daerah, dan atau dokumen pefencanaan lain yang sah.

(2) Penyusunan APBD didasarkan pada usulan setiap unit kerja untuk mencapai visi dan misi
daerah yang tertuang dalaln Renstra Daerah.

Pasal 23

Dalam menyusun APBD, Penganggaran Pengeluaran harus didukung dengan adanya

kepastian tersedianya penerimaan dalant jumlah yang cukup.

sr

/1\ l,,^.l^|i
\,!) .JUlilldr I

belanja.

Pasal 24

(l) Junrlah pendapatan yang dianggarkart dalam APBD merupakan perkir;lan yang tcrrtktrr

secara rasional yang dapat dicapai Untuk setiap sumber Pendapatan.

belanja dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis

Baglan Kedua
Arah, Kebijakan Umum, Strategi dan Prioritas APBD

Pasal 25

(l) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPt{D

menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD.

(2) Dalam menyusuh Arah Kebijakan Umum APBD sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(1) pasal ini, diawali denfan Penjarlngan Aspirasi Masyarakal, berpedoman pada

h6ncanu Slrategis Daerah-dan atau Dokumen Perencanaan Daerah t-ainnya yang

ditetapkan Daerih, serta Pokok-Pokok Kebijakafr Daerah di bidang Kouangan Daerah.

F:-ry=:]y5.e5@€:w I :
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I Mekanisme penjaringan asfirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal
ini dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah melalul metode pui"n."nurnI partisipatif, konfirmasi public, uji public, atau metode lainnya sesuai nilai atau norma yang
bedaku.

Pasal 26

BgRati menyusun Strategi dan Prioritas APBD berdasarkan Arah dan Kebiiakan Umurn
APBD untuk selanjutnya dikonfirmasikan kepada DpRD.
Petunjuk Teknis Penyusunan Arah, Kebijakan Umum, Strategi dan Prioritas ApBD akan
ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati,

Baglan Ketiga
Usulan Program, Keglatan dan Anggaran

Pasal 27

Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagairnana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) serta
Strategidan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditetapkan
lebih lanjut dalam Peraturan Bupatisebagai Pedoman bagi Perangkat Daerah datam
Menyusun Usulan Program, Kegiatan dan Arlggaran.
Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasa rka n prin sipprinsip a n g g aran kinerja.

Pasal 28

Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran setiap Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal2T ayal (1) dituangkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja.

Roncana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada satuan kerja yang bertanggungjawab menyusun anggaran unluk dibahas dalam
rangka rnenyusun Rancangan APBD dengan mempertimbangkan Kondisi Ekortonri dan
Keuangan Daerah.

Tata cara pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

Hasil pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dirnaksud pada ayal
(3) dituangkan dalam Rancangan APBD.

Baglan Keempat
Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 29

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD terdiri dari Rancangan Peraturdn

Daerah tentang APBD dan lampirah-lampirannya.

Lampiran-lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari:
a. Ringkasan APBD;
b. Rincian APBD;
c. Daftar RekapitulasiAPBD berdasarkan Bidang Pemerirttahan dan Perangkat 0aeralt;
d. Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatah;
e. Daftar Piutang Daerah;
f. Daftar Pinjaman Daerah;
g. Daftar inv*sfasi (Penyerlaan Modal Oaerah);
h. Daftar Fi:;riri:esan NilaiAktiva Tetap Daerah;
i, Dafiar 1"..,.,'- 

*s6snt*.'

1r

lrnon Kab, Mukomuko
I

Tahun 2006



-l

Rincian APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal inii memuat Uraian
Bagian, Kelompok, Jenis sampai pada Obyek Pendapatan Belanja dan Penrbiayan untuk
setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Baglan Kelima
Penetapan APBD

Pasal 30

Bupati nrenyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampiran
kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini, disertai dengan Nota Keuangan selanjutnya DPRD merrelapksn Agenda Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah.
Sebelum Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini
dibahas, DPRD mensoslalisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan.
Masukan dari masyarakat atas Rancangan Peraturan Daerah didokumentasikan dan
dilampirkan pada Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 31

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujtti oleh DPRD, disahkan
oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat satu bulan setelah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan.

Apabila Rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban i"
menyempumakan Rancangan APBD tersebut.

Penyempurnaan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini,

harus disampaikan kembali kepada DPRD.

Apabila Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, tidak disetujui

OirRO, Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai Dasar

Pengurusan Keuangan Daerah.

Pasal 32

turan Daeiah tentang APBD ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati tentang Penjabarart

D yang disusun menurut Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja

Pembiayaan.

Pasal 33

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Bupati menetapkan

Satuan Kerja menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja'

Ookumen Anggaran Satuah Kerja sebagaimana. dimaksud pada

memuat Pendapatan dah Belanja setiap Perangkat Daerah yang

dasar pelaksanaan oleh Pongguna Anggarah.

Penetapan Dokumen Anggaran satuan Kerja paling lambat satu bulan setalah Peraturan

Daerah tentang APBD ditetaPkan.

Rencana Anggaran

ayat (1) Pasal ini,
digunakah sebagai

Kab,ltlukomuko
Tnhun 2a06



BAB V
PERUBAHAN APBD

Baglan Kecatu
Proses Penyusunan Rancangan Perubahan ApBD

Pasal 34

Perubahan APBD dilakukan sehubunoan denoan:
a' Kebijakan Pemerintah Pusat dan itau Perierintah Daerah yang bersifat strategis,
b. !flUesuaian akibat tidak tercapainya Target Penerimaan fjaeratr yang ditetapian,c. Terjadinya kabutuhan yang mendesak.

Dasa.r.pertjmbangan terjadinya Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
pasal ini, dibahas bersama dengan DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam Perubahan
Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Strategidan Prioritas ApBD.
Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD serla Perubahan Strategi dan Prioritas

4PBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati sebagai
Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun usulan perubahan program, kegiatan cian
anggaran.

Usulan perubahan Program, Kegiatan dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) pasal ini, dituangkan dalam Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja dan
disampaikan oleh setiap Perangkat Daerah kepada satuan kerja yang bertanggungjawab
menyusun Anggaran.untuk dibahas.

Hasil Pembahasan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) pasal ini, dituangkan ke dalam Rancangan Perubahan APBD.

Rancangan Perubahan APBD memuat Anggaran Daerah yang tidak mengalamii'
perubahan dan yang mengalami perubahan.

Baglan Kedua
Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBt)

Pasal 35

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahart APBD terdiri dari Rancanqan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan lampiran-lampirannya.

Lampiran'Rancangan Peraturarr Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini

terdiri dari:
a. Ringkasan Perubahan APBD;
b, Rincian Perubahan APBD;
c, Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan

/l rn e nica el'vr Ysr rrvvvrt

d. Daftar Piutang Daerah;
e, Daftar Pinjaman Daerah;
f. Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
g. Daftar Darra Cadangan;
h. Daftat Dana Depresiasi;
i. Neraca Daerah Tahun Anggaran Tahun Lalu.

Rincian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini,

memuat uraian Kelompok, Jenis sampai dengah Obyek Pefrdapatan, Belanja dan

Pembiayaan.

r #-#
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Baglan Ketiga
Penetapan Perubahan APBD

t Pasal 36

Ran.cangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya
dis3mpaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan.

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
jni, disertai dengan Nota Perubahan APBD.

Pen$mpaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini, harus memperhatikan waktu pemberlakuan Peraturan Daerah dimaksud paling lambat
tiga bglan sobelurn tahun anggaran berakhir.

DPRD menetapkan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal Ini, dengan memperhatikan waktu pentber{akuan
sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) Pasal ini.

Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD yang telah disetujui DPRD
segera disahkan Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 37

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditindak tanjuti dengan Peraturan Bupati

tentang Penjabaran Perubahan APBD.

Keputusan Bupati sebagaimana yang dimaksud pada_ayat (1) Pasal ini, disusun menurut

Keiompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan PembiayaBn.

tt

Pasal 38

il) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan- APBD, Bupatii menetapkan
perubahan Rencana Anggaran Satuan KerJa menjadi Perubahan Dokumen Anggaran

Satuan Kerja.

Perubahan Dokumen Arrggaran satuah Kerja sebagaimaryr dimaksud pada ayat (1) Pasal

ini, memuat Pendapatan'lan Belanja setiip Perangkat Derah yang digunakan sebagai

dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

Penetapdn Perubahan Dokumen Anggaran satuan Kerja paling lambat satu bulan setelaft

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan'
(3)

Baglan KeemPat
Pergesoran Anggaran

Pasat 39

(i) pemerintah Daerah dapat melakukan Pergeseran Anggaran untuk meningkatkan efisiensi

dan efeKifitas pelaksanaan anggaran'

f2) Penqeluaran Anggaran dan besamya j-umlah yang diperkenankan untuk dilakukan
\'/ 

p*tgii*tun, ditetiikan dengan Feraturan Bupaii'

0)PergeseranAnggaransebagaimanadimaksudpadaayat(1)dan(2)pasalini,hanya
dapat rjilakukan pada kelompok neranla'u.iunivtiotk merubah Kode Rekening disetujui

oleh Bupati Ub. Kepala Bagian Keuangan'

(4) Terhadap Pergeseran Anggaran diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

(2), dan 1e1 pasaiini, OirJr,"rx"n orefr euiaii-[n-' Aagiai Keuangan dengan persetujuan

DPRD, kecuati terlradap betanja pugu*rli.tap mempecomanl ayat (3) Pasol ini

ffi-ti*'!;:.F?*t'::$*
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Pasal 44

'1) 
pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau' panitia Anggaran iGu Badan Kbhormatan atau alat kelengkapan lainnya yang diperlukan

diberikan tunJangan sebagi berikut :

a. Ketua seUeiar 7,5 o/o fl-ujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua

DPRD;
b. Wakil Ketua sebesar 5 % ( Lima Perseratus) dariTrrnjangan Jabatan Ketua.DPRD;

c. Sekretaris sebesara % (Einpat Perseratus) cJariTunjangan Jabatan Ketua DPRD;

d, Anggota sebesar 3 % Oiga Perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

iZ) Tunjangan Badan Kehormatan unsur luar DPRD yang duduk dalam Badan l(ehormatan,

diberikan tunjangan sebagai berikul :

a, Ketua nifing tinggi 50 % (lima Puluh Perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua

b.

DPRD;
Wakil ketua paling tinggi45 % (Empat puluh lima Perseratus) dariTunjangan Jabatan

Ketua DPRD;
Anggota Paling tinggi 40 % (Empat Puluh Perseratus) dari Tunjangan ,Jabatan Ketua

DPRD;

Pasal 45

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Perundang-U ndangan.

dikenakan sesuai dengan Ketentuan

Bagian Kedua
Tunjangan Kes ejahteraan

Pasal 46

$t

{1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Ketuarganya diberikan Jaminan Penreliharaart

Kesehatan dalam bentuk Pembayaran Premi-Asuransi Kesehatan kepada Lenibaga

niriinslyang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah'

Keluarga Pimpinan dan Anggdta DPRp yang mendapat jaminan pemeliharaan Kesehatan

Oan pe-ngoUat'an yaitu srurfri-attu isteri dan 2 (Dua) orang anak'

Besarnya Premi Asuransi sebagaimana dimaksud ayat (1) tennasuk Biaya General

;;;;i-Up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD'

Pembayaran PremiAsuransi sebagaimana cJimaksud ayat 1 cjibebarrkan pada APBD

Pasal 47 
I

Dalam hal Pemerlntah Daerah belurn dapat menyediakan rumah Jabatan Pirnpinttn atau

rumah dinas Anggota DpRO, XepaJa yang bersangkutan diLrerikan TLrniangan

Perumahan;

TunjanganPerumahansebagaimana.dimaksudpadaayat(1),diberikandalam|rerttuk
uang dan dibayarxanl.itup OiDn iernitung mulai ianggal'pengucapan sumpah l)anii'

Pemberian TunJangan Perumahan sebagairnana dimaksud ayat (2) harus menrperhatikan

asas kepatutan, kewajaran dan rasional'rti;;'1; standar harf a setempatyang berlaku'

Ketentuan lebih tanjut mengenai besamya tunjangan perumahan sebagaimana dirnaksud

biot uy.t (2) ditetabkan clengan Peraturan Bupati'

PERDA Kab, Hukomuko
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rasal 48

I l,nggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta
perlengkapannya, sesuai dengan keuangan daerah.

{ Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD,

I Dalam hal anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib
mengembalikan rumeh dinas beserta perlengkbpannya dalam keadaan baik keoada
Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan seJak tanggal pemberhentian.

Pasal 49

firah Jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas anggota DPRD beserla perlengkapannya dan

fderaan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewa belikan atau digunausahakan
{u dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 50

i Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau
rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

'l Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada eyat 1 berupa uang sewa rumah
yang besamya disesuaikan dengan standar harga seternpat yang berlaku yang

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51 $r

i) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas.

I Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 52

)lam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris dibenkan :

i Uang cluka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila nreninggal dunia

dalairmenjalankan tugas diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi,

r Bantuan biaya pengurusan Jenazah.

Bagian Ketiga
Uang Jasa Pongabdlan

Pasal 53

pirnpinan atau Anggota DPRD yang fneninggal dunia atau mengakhiri masa ba)<tinya

diberikan uang jasa Pengabdian'

Besar uang jasa pengabdian sebagimana dimaksud pada ayat (1)disesuaikan dengan

masa baktiPimpinan dan Anggota DPR0 dengan ketentuan :

a. Masa bakti kurang dari ilsatu) tahun, dihitung 1(satu) tahun penuh dan dibenkan

uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;

b. Masa bakti frrrang Jari 1'(satu) tahun di6erikan uang jasa pengabdian 1 (Satu) buian

uang Representasi;
c. Masa bakti kuranf'dari 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengab<1ian 2 (dua) bulan

uang rePrtsentasi;

I*r**:*=lg,#;.-;*i. r':
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Baglan Keempat
Belanja Penunjang Keglatan DPRn

Pasal 54

Belanja Penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung
wewenang DPRD.

Belanja Penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada
Rencana Kerja yang ditetapkan Pinrpinan DpRD,

Rencana Kerja DPRD dapat berupa kegiatan :

a. Rapat -Rapat;
b, Kunjungan Kerja;

kelancaran tugas, fungsi dan

ayat (1) disusun berdasarkan

r)

c. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah, Pengkajian dan Penelaahan Peraruran
Daerah:
Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme;
Koordinasi dan Konsultasi kegiatan Pemerintah dan Kemasyarakatan

Pasal 55

)enganggaran atau tindakan yang rnengakibatkan pengeluaran atas beban belanja OPRt)
ntuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan
nelanggaf hukurn,

BAB VII
. KEV\€NANGAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 56

l) Kewenangan Bupati dan Wakil Bupati dalam menentukan Kebijakan l(euangan Daeralr
guna mendukung tugas Pemerintahan,Daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

d. Masa bakti kurang. dad 3 (tiga) tahun, cJiberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) butan
uang Representasi;

e. Masa bakti kurang dari 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabclian 4 (empar)
bulan uang representasl;

f. Masa bakti kurang.dari 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian $ (enam) butan
uang Representasi,

Dalam. hal Pimpinan atau Anggota DpRD meningg:31 dunla, uang jasa pengabclian
sebagimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada ahliiwarisnya.
P_embayaran uang jasa pengaMiannya dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan
diberhentikan secara hormat sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I

l)

l

BAB VIII
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaah Umum Pengelola Kouangan 0orah

Pasal 57

il) Bupati adalah Pemegang Kokuassan Umum Pengelola Keuangan Daerah.

1IFRDA Kah, Nukomuko
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Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, didasarkan pada
ketentuan perundang-undar\gan yang berlaku. .
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I Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pada Pasal ini, paling lambat satu bulan setehh -penetapan 

APBD,
menetapkan keputusan tentang:

9. fejala! yang diberiwewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO),
b. P^ejabat yang diberi wewenang menandatanganl Surat Pennintaan Pembayaran

(sPP).
c Pejabat yang diberiwswenang menandatangani Surat Perinteh Membayar (SPM).
d, Pejabat yang diberlwewenBng menandatangani Cek.

9. Pejabat yang diberiwewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPi).
f. Pejabat yang diberi wewenang mengelola penerimaan dan Pengeluaran kas Daerah

serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya, yang selanjutnya disebut Bendahara
Umum Daerah.

g. Pejabat yang diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharawan dalam rangka
pelaksanaan APBD dlsetiap Unit Kerja Pengguna Anggaran Daerah yang selanjutnya
disebut Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas.

h, Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Eukti Oasar Pemungutan
Pendapatan Daerah.

i, Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Bukti Penerimaan Kas dan buKi
pendapatan lainnya yang sah; dan

j, Pejabat yang diberi wewenang manandatangani ikatan atau perjanjian dengan pihak

. Ketiga yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD,

Bagian Kedua
Bendahara Umum Daerah

Pasal 58

, Bendahara Umum Daerah menatausahakan Kas dan Kekayaan Daerah Lainnya.

Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,
bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 59

Bendahara Umum Daerah menyimpan uang milik daerah pada bank yang sehat dengan

cara membuka Rekening Kas Daerah,

tr Pembukaan Rekening Kas Daerah sebagalmana dimaksud pada aya\ (1) pasal ini, dairet
iebih dari 1 (satu) bank.

: Fenibukaan Rekening Y,aS Daeralt *ecZga'r:,2rt? d''ri,z'r.it.'4 Pzlz 2i':'' (\) C,"::'2r''1t
rlpnnan Keorrtrrsan Bupati selanjutnya diberitahukan kepada DPf(0.
v!r,Yq" , \vye\vvv,

Pasal 60

endahara Umum Daerah setiap bulan menyusun Rekonsiliasi Bank yang mencocokkan saldo

'rnu*t pembukuan Bendahara Umum Daerah dengan saldo menurut Laporan Bank

Pasal 61

) Uang milik daerah yang sementara belum digunakan dapat dideposilokan, sepanjang

tidak- menggang gu likuiditas keua ngan daerah.

l) Bunga deposito atas penempatan uang di Bank, dan jasa giro rnerupakan pendapatan

daerah,

sffi.EflrtffiiE t';igs*,:#5$*
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- pasal 62

*ndahard' umum Daerah menyimpan seluruh bukti sah kepemilikan atau sertiflkat atas
il,ilttt 

daerah lainnva seuagaimana dimaksud dalam pasal-se #i (1)';;sal ini, dengan

Pasal 63

rendahara umum Daerah 
.menyerahkan bukti transaksi yang asli atas penenmaan danrngeluaran uang secara harian kqp?.03 unit yang metirsinatan -nrrriirnui 

Keuanganlaerah untuk dasar pencatatan transaksii Penerimlan"ctan rengeluaren Kes.

Baglan Ketiga
Pengguna Anggaran

Pasal 64
:l) Kepala satuan kerja Perangkat Daerah/Lembaga Teknis Daerah bertindak sebagaiPengguna Anggaran.

i:) Pengguna Anggaran bertanggungjawab terhadap fisik dan keuangan cJaerah yangI dilakukannya. sekaligus melakllna(an tertib penatausahaan ,nggrrun"yang diatokasikan,. paOa unit kerja yang dipimpinnya.

Baglan Keempat
Pemegang Kas

Pasal 65 i,
l) Di setiap unit kerja ditunjuk 1 (satu) orang Pemegang l(as yang melaksanakan Tata

Usaha Keuangan dan 1 (satu) orang Pemeging Baring yang metat<sanakan Tata Usaha
Barang Daerah yang ditetapkan dengan Keputuian Bupa[i.

l) Pemegang Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini acJalah pejabat non
structural / fungsional dan tidak boleh merangkap sebagai pejabal pengetola keuangan
Daerah lainnya.

,i) Dalam melaksanakan tata usaha keuangan sebagaimana dimaksuct pada Ayat (1)pasal
' ini, Pemegang Kas dibantu oleh beberapa Pembantu Pemegang Kas yang sekuiang-

kurangnya terdiri dari seorang kasir, seorang penyimpan 
- 
uang, seorang pencat-t

I Pembukuan, serta seorang pembuat dokumen pengeluaran dan penerimaan uang.
'l{) Pada Perangkat Daerah yang berlanggungjawab atas Pendapatan Aslii Daerah, tugas

kasir dibagi menjadi Kasir Penerirna Keuangan dan Kasir pembayar uang.
iij) Pada Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas Penatausahaan Keuangan Oaerah,

I l9!eg?.ng Kas ditambah seorang Pembantu Pemegang Kas yang bertugas menyiapkarr
i SPP gaji.

i(5) Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas selanjutnya cJisebut Satuan Pemegangr Kas.

(1) Kepala Satuan Kerja melekukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Satuan Pemegang
Kas minimal 3 (tiga) bulan sekati.

Pasal 68

(l) Dalam fungsinya sebagai penerima Pendapatan Daerah, Satuan Pemegang Kas dilarang
menggunakan uang yang diterimanya secara langsung untuk membiayai pengeluaran

, Perangkat Daerah.
I

i, PERDA Kab, Mukomuko
l

I

I

Tahun 2AC6



I

tit
[il

) satuan Pemegang K.as sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (6) wajib menyerorseluruh uang yang. diterimania te Bank atas nama net<ening Kas Daerah paling lambatsatu hari kerja sejak saat uang kas tersenut diterima.
I setiap Perangkat Daerah yang mempunll-lrgru memungut atau menerima pendapatan

Dae rah waj ib me rakse nakin in-te n sifi [as r pem u ng uta n pend;a prs16 n,

Pasal 67

I Pada unit kerja yang bertugas mengumpulkan uang hasil pajak Daerah dan RetribusiDaerah dibentuk_ 
f a1uln pimegan; xi" i.*uuiiil'vJ,.,g bertanggungjawab kepadaPemegang Kas pada satuan unit i'ndu"knya.

lsatuan Pemegang Kas Pembantu sebagaimana dimaksrrd pacJa ayat (1) pasal ini, wajibmenyetor seluruh uang yang diterimanya ke Bank atas nama Rekening Kas Daerahpaling lambet satu hari kerja iejak saat usng Kas tersebu'i diterima kecuali ada hambatanGeografis dan Transportasi Oapat melebihik-etentuan ini.
lKetentuan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, akan diarur lebihlanjut dengan Keputusan Bupati.

pasal 6B

luan Pemegang Kas dilarang menyimpan uang yang diterimanya atas nama prlbacrr paclarlu bank atau lembaga keuangan lainnya,

Pasal 69

ill{,|rt#r3iii;,,*';r:i'fr penatausahaan satuan pemesans Kas akan diarur rebih ir

Bagian Kelinra
Penerimaan Kas

Pasal 70

; setiap Penerimaan Kas disetor sepenuhnya ke Rekening Kas Daerah.
I Kas Daerah mengeluarkan Surat Tanda Setor (STS) atau Buktii penerirnaan Kas tainnyayang sah. '

i STS atau Bukti Perierimaan Kas Lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
pasal ini, merupakan dokumen atau bukti iransaksi y*ang menjac]i dasar pencatatan
akuntansi.

, tasal 71

l Untuk kelancaran penyetoran kas, Pemerintah Daerah dapat menunjuk Baclan, Lembaga
Keuangan atau Kantor Pos yang bertugas melaksanakan sebagai furrgsi Satr,ran

i Pemegang Kas.

I 8adan, Lembaga Keuangan atau Kantor Pos sebagaimana dimaksud peda ayat (1) pasal
ini, menyetor seluruh uang kas yang <literimanya secara berkala ke Rekening'Kas Daernn
di Bank.

i Badan, Lembaga Keuangan atau Kantor Pos sebagaimana dimaksud pada dyat (1) pasal
ini, mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada Bupati mglalui
Bendaharawan Umum Daerah.

Tata cara pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasat ini, akan
ditetapkan lebih lanjut oteh Bupati.
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Pasal 72

Semua Kas yang diterima kembalidari pengeluaran yang telah diselesaikan dengan SPM
dibukukan sebagai pengurangan atas Pos Belanja Daerah.

Penerimaan-Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang terjadi
setelah tahun anggaran ditulup, dimasukkan pada Tahun Anggaran berikutnya dan
dibukukan pada Kelompok Pendapatan Daerah, Jenis Lain-lain Pendapatan Daerah yang
Sah.

Pasal 73

Penerinraan Kas yang berasal dari hasil Penjualan dan atau ganti rugi pelepasan hak
Aset Daerah dibukukan pada Kelompok Pendapatan Aslii Daerah, Jenis Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang sah,

l) Penerimaan Kas yang berasal dari hasil Penjualan dan atau ganti rugi pelepasan hak
Aset Daerah yang dipisahkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah,
Obyek Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan.

Pasal 74

:enerimaan Kas yang berasal dari pungutan atau potongan yang akan disetor kepada pihak

etiga dibukukan pada Pos Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK).

Bagian Keenant
Pengeluaran Kas

Pasal 75 $r

l) pengeluaran l(as yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum' 
Raniangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan clan dilempatkan dalam Lentbaran

Daerah.

l) pengeluaran Kas sebagaimana dinaksud pada ayat (1)pasal ini, tidak termasuk belanja

pegawai yang formasinya telah ditetapkan,

l) Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebilr dafiulu diterbitkan SKO atau surat

keputusan lainnya yang didasarkan atas Anggaran Kas yang telah diteiapkan clengan

Peraturan BuPati,
pasal ini, didasarkan atas{) Penerbitan Sl(O sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

anggaran kas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati'

ii) setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah

yang diperoleh oleh pihak yang menagih'

nrengenai haK

Pasal 76

setiap orang/pengguna anggaran yang diberi kewenangan rnanandatangani dan iltau

mengesahkan surat nLkti Vig men.laOi dasar pengeluaran kas bertanQguttQji:r"^/aD nlas

kebe-naran dan akibat clari penggunaan bukti tersebut'

Pasal 77

il) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggar"an nrengaiukan SPP keparJa

pej a b at ya n q ni *]ak ga n a k a n f u n.q r;i pe rbe n d a h a ra a n'

r:::i---g-l:3,-._; 
:,#::*iF

'E*DA 
Kah, !,f t,tu.{,.,:::_:ko T'ahun 2006



2)

,l)

i{)

i5)

6)

t)

i8)

SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diajukan setelah SKO diterbilkan
disertai dengan Pengantar SPP dan Daflar Rincian Penggunaan Anggaran Belarrja.
Pengajuan Pengeluaran Kas untuk Pembayaran Beban Tetap clilakukan dengan Spp
Beban Tetap (SPP-BT).

Pengajuan Pengeluaran Kas untuk pengisian kas oleh Satuan Pemegang Kas cjilakukan
dengan SPP Pengisian Kas (Spp-pK),

Pengguna anggaran meneliti kebenaran dan sahnya suatu tagihan sebe lum mengajukan
SPP kepada Bagian Keuangan berdasarkan SKO/DASK.
Bila pengguna anggaran mengajukan/mengesahkan sesuatu bukti untuk memperoleh
pembayaran dari daerah, maka pengguna anggaran bertanggungjawab atas kebenaran
sahnya isi surat bukti tersebut.

Terhadap pejabat/orang,hadan sebagaimana dimaksud pada pasal ini yang karena
kelalaianAesalahannya menimbulkan kerugian daerah dikenakan l'untutan Ganti Rugi
(TGR) dan atau tuntutan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku,

Barang siapa menerima pembayaran dari daerah yang bukan haknya dan atau
berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah kebenarannya dapat dikenakan Tuntutan Ganti
Rugi (TGR) dan atau tuntutan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 7B

Iata cara pembayaran dengan Beban Tetap dan Pengisian Kas akan diatur lebih lanjut
dengan Keputusan tsupati.

$,

Pasal 79

(l) Pengguna Artggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika
dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia etau dananya tidak cukup tersedia dalanr
anggaran.

Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pcngeluaran atas beban Belanja
Daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan.

Jumlah kred'rt anggaran setiap obyek belanja perangkat daerah, merupakan batas
tertinggi pengeluaran belanja.

Pasal B0

Belanja Tidak Tersangka dianggarkan untuk Pengeluaran Penanganan Bencana Alarn,
Bencana Sosial atau Pengeluaran Lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka
penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Daerah.

(2) Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan
kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yaitu:
tu Pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan

prasarana langsung dengan polayanan masyarakat, yang anggarannya lidak tersedia
dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan;

b. Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam Tahun Anggaran yang
telah dilutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.

(2)

(3)
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Pasal 81

il) Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara
membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah.

p) SPJ berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal inl, disampaikan
kepada Bupati Up. Kepala Bagian Keuangan paling lambat tanggal sepuluh bulan
berikutnya,

Pasal 82

,eembayaran untuk Pengisian Kas dapat dilakukan apabila SPP - PK , SKO Daflar Perincian
)engunaan Anggaran Belanja dan SPJ berikut bukti pendukung lainnya atas realisasi
rencairan SPP bulan sebelumnya dinyatakan lengkap dan sah oleh Pejabat berwenang
iebagaimana dinraksud dalam Pasal 77 ayat (1).

Pasal 83

tengeluaran kas yang berupa pembayaran untuk pihak ketiga dalam kedudukannya sebagai
itajib pungut dibebankan pada Pos Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK).

Pasal 84

iormulir yang digunakan dalam pelaksanaan pembukuan akan diatur lebih lanjut dengan
?eraturan Bupati,

Bagian Ketujuh
PembiaYaan

Pasal 85

iumlah Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan di Tahun Anggaran
Cipindahbukukan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek
Perhitungan Anggaran Tahun Lalu.

ir

t-1,,ydilg rdru

Sisa Lebih

Pasal 86

(l) Dana Cadarngan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangait

Pemerintah Daerah, yang clikelola oleh Bendaharawan Umurn Daerah.

(2) Dana CacJangan tidak clapat cligunakan untuk rnebiayai progranVkegiatan lain diluar yartg

telah ditetapkan.
(l) program/l(egiatan yang clitetapken berdasarkan Peraturan Daerah sebagainrarta

dimaksucl dalam Pisal-'18 ayai (3) Peraturan Derah ini, dilaksanakan apabila Dana

Cadangan yang disisihkan telah tercapai.

(1) Untuk pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana cjimaksucJ pada Ayat (3J pasal ini'

Dana iadangan dimaksuO terlebin dahulu dipindahbukukan ke Rekening Kas Daerah.

Pasal 87

Penatausahaan pelaksanaan progranvkegiatan yang diblayai dari Dana Cadangan

diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

PERDA thlt, Nukomuko Tahun 20O6
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BAB VIII
INVESTASI

Pasal 88

) Pemerinlah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan nrodal' deposito

atau bentuk investasi lainnYa.

i) Investasi dilakukan dengan memperhatikan prinsipll,l,t-i?^t..ubugai berikut:

a, Telah mempertritunikan segala resiko yang mungkin.terjadi;

b, Dilakukan pada perusahaan dan atau lembaga yang terpercaya;

;. Memberi manrait bagi peningkatan pelayanan pada masyarakat;

d, Memberikan manfaat bagi pertu'aiari pemerataan pembangunan' kesempatan

berusaha clan kesempatan lapangan kerja;

e. Tidak mengganggu lii<uiditas Pemerintah Daerah; dan

f, Memberikan keuntungan yang memadai'

3), Investasi dalam bentuk penyertaan. modal dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah
'' 

letletumnya mendapat persetuluan dari DPRD'

BAB IX
PINJAMAN DAERAH

Bagian Kesatu
Sumber clan Jenis Pinjaman Daorah

Pasal 89

(l) Pinjaman Daerah. dapat bersumber dari: lr
a. Dalam Negert
b, Luar Negeri 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf
(2)PinjamanDaerahdarida|amnegenseoagaIIIld||du||||ql\J9vvv.Y'1._/

bersumber dari:
a, Pemerintah Pusat;

b. Lembaga Keuangan Banl<; -c, Lembaga Keuangan Bukan uantt

d, MasYarakat; dan

(r) F,.i:il::"Ji?,Hl;,' rual neogri5ebgoaimana.dimaksud cialam avat (1) pasal irti' hu^-rr b

clapat berupu p'n1*'n bilateral atau multilateral'

Pasal 90

Piniaman Daerah tercjiri dari 2 (dua) jenis:

' '1. Pinjaman Jangka lunj?ng
2. Pinlaman Jangka Pertdek

Baqian Kedua

Penggunaai Pinjaman Daeralt

Pasal 91

(i)PinjamanJangkaPanjangl,ny?.dapatc,|igunakanuntukmenrbiayaipernbilngttnart

'rasarana 
orn *oOrt eiOan Usaha M'il[;";;;h y.ang,tt*puXun Aset-Daera'h dan clapat

menghasilka, JJ.J,iilr". untuk tl.llo"v"itn 
'iu'i't'uri fini'n"'un' serta ntentberikan

;;;,i;;t bagi PelaYanan ntasYarakat'

-:r#rr^:---:-:- 
::;i"iieoaa
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(2) Pinjaman Jangka.Panjang.tidak dapat digunakan untul( mernbiayai belanja acJministrasiumum serta belanja operasidan pemeliharaan.

Pasal g2

iff;:[::iilffl'#:n Pinjaman Janska Pendek suna pensaturan arus kas craram rangkir

Jumlah maksimum pinjaman
Bupati.

Pasal 93

Jangka Pendek akan diatur lebih lanjut dengan peraturan
(1)

(7)

(3)

Pinjaman Jangka Pendek dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan p€nerinlaanDaerah untuk membayar kembari pinjaman tersebdt pada wa"kunya.
Pelunasan Pirrjaman Jangka Pendek wajib diselesaikan dalam tahun anggaran yangberjalan.

Bagian Ketiga
Batas Maksimum Jangka Waktu pinjaman Daerah

Pasal 94

(l) Batas Maksimum Jangka Waktu Pinjaman Jangka Panjang disesuaikan dengan umur
ekonomis asset yang dibiayai deri pinjaman tersebut.

(2) Batas Maksimum Masa Tenggang disesuaikan dengan masa konstruksi proyek. ir(3) Janka waktu Pinjaman Jangka panjang adalah rnasuk Masa Tenggang.
(4) Dalam hal Daerah melakukan Pinjaman Jangka Panjang yang bersumber dari luar negeri,

T:!:.jungka waktu pinjaman dan Masa Tenggang Oitetipf an-oaerah dengan persetujuan
UTr\iJ.

(5) Dalam hal Daerah melakukan Pinjaman Jangka Panjang yang bersumber cJari luar neqerr,
maka jangka waktu pinjaman clan Masa Tenggang disesuaikan <lengan persyaratan
pinjaman luar negri yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Larangan Pinjaman

Pasal 95

Daeralt clilarang melakukan perjanjian yang bersifat pinjarnan tefradap pihak lain yang
mengakibatkan beban atas Keuangan Daerah.

Barang milik daerah yang cligunakan untuk melayani kepentingan urnum ticlak clijacJikan
jaminan dalam memperoleh PinJaman Daerah.
Dalam hal Daerah tidak memenuhl kewajiban pembayaran atas Pinjaman Daerah dari
Pemerintah Pusat, rnaka Pemerintah Pusat memperhitungkan kewajiban tersebut dengarr
Dana Alokasi Umum kepada Daerah.

Dalam hal Daerah tidak memenuhi kowajiban pernbayaran atas Pinjarrrnn Daerah yangr
bersumber dari Luar Negeri, maka kewajiban tersebut diselesaikan sestrai pcrjarrjian
pirtjarnan.

(2)

(3)

(t)

(4)

PERDA Kab, Mukomuko
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Baglan Kelima
Prosedur Pinjaman Daerah

Pasal 96

Setiap Pinjaman Daerah dilakukan clengan persetujuan DPRD'

Berdasarkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)pasal ini' Daerah

*.rg";rrt. pinjamuh kepada calon pemberi pinJaman

setiap Pinjaman Daerah dituangkan rlalam surat perjanjian pinjaman antara Pemerintah

Daerah dan Pemberi Pinjaman'

Perjanjianpinjamansebagaimanadimaksudda|amayat(3)pasalini,ditandatanganiatas
;;;;'i;t;rintah Daerafioleh Bupati dan pemberi pinjaman'

Pasal 97

l)Untukmemperoiehpinjamalytlqbersumberdari,PemerintahPusat'Daerah
mengajukar'' ,ru,u-n'XJprio Menieri 'X.uung;n disertai surat Persretujuan DPRD' studi

kelayakan oan,ror.umJ;;;ir;;;luinv""ng Eiperlukan untuk dilakukan evaluasi

2)PerjanjianpinjamanyangbersumberdariPemerintahPusatditandatanganiolehMenteri
Keuangan.

Pasal 98

(l)PinjamanDaerahyangbersumberdariluarnegeridilakukanme|alulPemerintahPusat.

(2)UntukmemperolehPinjamanDaerahyangbersumbe|..ounluarnegerisebagalmana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Daeiah nengajukan usulan pinjaman kepada.

pemerintah pusaf'disehii 
'surat p"i.irir'* DPRd, studi kelayakan dan dokumen-"'

dokumen lain Yang diPerlukan'

(3) Terhadap usulan Pinjaman Da9r1h yang pepunril^ dari luar negri sebagatmana

dimaksud pacla ayat (2) pasal ini,. PLnieriiltah Pusat metaiuXan evaluasi clari berbagai

aspek untuk oapaitidafhya menyetujui usulan tersebut'

(4) Apabira pemerintah pusat terah rnemberikan persetujuan sebagaimana crimaksLrcr paca

ayat (3) pasat inil pemerint"n oaeratr mengadaka.n perundinga'n o:n,g-11,:,'^'on pemberi

pinjaman yuug n;.ilnya oitaporxan uniu[ me"noapatran persetu'juan Pemerintah Pusat'

(5)DaerahdapatmelakukanPinjamanDaerahyangbersumberc|ariluarnegeri,sctelah
tei'lebih dahulu 

";*tpti nt"lt'lutn dari Pemerintah Pusat'

(6)PerjanjianPinjamanDaerahyangbersumberclariluarnegeriditanclatanganiolelrBrrpati
clengan pemoeri pinjaman luar negeri'

Baqian Keenam

Pembayaran Xtmf ati Pinjaman Daorah

Pasal 99

(l) Semua pembayaran yan€ q,.?11: Kewajiban, ?":'1lJ'ng 
jatuh ]1lpo atas .Pirtjittliatt

Daerah'".up,k.nprioritasouno,anglaii.ancralampenpeluaranAPRt].
Q\ pembayara. *"r'uii'Finlu*u,n #Yi'i ;;;;;;tt,.;*dt otti ruar neseri olclt Dacralt'

dilakukan dalam mata uang aring u;r,;rl i;.; ditetapkan dalam perjanjian luar nosert'

13)DalamhalDaerahtidakmemenuhikewajibanpem.b'ayaranatasqi.nj.TiiDaera|rdari
pemerintah pusat, maka Penreg:;i'u#i;;tiiernlturigian 

kewaliban tcrsebut de nsan

bunu nrokusi Umum kePada Daeran'

u
Ptnin Kab. Mukomuko

{r

.I:

u
i,

il



I
Dalam hal
bersumber
pinjaman.

Pasal 100

) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam

ApBD dbn dibukukan sesuai dengan standar aiuntansl keuangan Pemerintah Daerah. 
,

)) Keterangan tentang semua Pinjaman Jangka Panjang diluangkan dalam lampiran dari

dokumen APBD.

i) Bupati melaporkan kepada DPRD secara berkala dengan tembusan kepada Menteri
' 

Keuangan tbntang pe?XemUangan jumlah kewajiban Pinjaman. P?.qh. dan tentang

p.friirn6n dalari rlngka memlnuhi kewajiban pinjaman yang telah jatuh tempo'

Pasal 101

l) Pinjaman Daerah jangka pendek dan jangka panjang disalurkan melalui F'ekening Kas

Daerah.

l) pentausahaan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari pinjaman Daerah

diperlakukan ..1n.'Oung.n puriutuirsahaan-pelaks-anaan program/kegiatan lainnya'

j)Semuapenerimaandankevlajibanda|amrangkaPinjamanDaerahdicantumkanda|am
Daftar Pinjaman Daerah.

BAB X
BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Pengelolaan Barang Daerah

Pasal 102

Pengelolaan Barang Daerah terdiri dari:

,- F.i.n*naan dan Penentuan Kebutuhan Barang

b, Pengadaan
c. PenYimPanan dan PenYaluran

d Inventarisasi dan Pemeliharaan

e, peruUanan Status Hukum dan Penghapusan

Pasal 103

Dalanrhalpengelolaanbarangclaerahmenghasilki.p:l::'ilan,makapenerlmaantersebut
menjadi pendapatan n.[ oa'erah clan oisltor seluruhnya secara bruto ke Rekening Kas

Daerah.

Pasal 104

Barang yang berasa| dari plhak ketiga berupa ctonasi, hibah, bantuan, sumbangan., kerva]ibnn

cJan tukar guling yans menjadi. milik P"#'rtr; ;;;;;h uinirli [eriasarkan nilai wajar dari

harga pasar atau nlllii 
'':'Jnggantl'

#rp:--:-- ffi
P [ ft 0A Ka b, N u kr't'r: *'vrt

Daerah tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas Pinjaman Daerah yang

dari luar negeri, maka kewijiban tersebut diselesaikan sesuai perjaniian

f

a

Baglan Ketujuh
Pembukuan dan Pelaporan Pinjarnan Daerah

*r
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Pencatatan Barang Daerah dilakukan

Pasal 105

sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah Daerah'

Bagian Kedua
Pejabat Pen golola Barang

Pasal 106

(1) Bupati menunjuk Pejabat clan perangkat claerah untuk membantu pelal(sanaan
\'/ 

p"ngaAaan dan pengelolaan barang dan jasa daerah'

(2) Sekretaris Daerah sebagai pembantu kuasa otorisator dan ordonatur barang daerah'

bedanggungjawab atas tJrseienggurunyu koordinasi dan sinkronisasi antar pejabaVunsur'

(3)Pengelo|abarangdaerahkarenajabatannyasebagaiPembantuKttasaBarang(PKB)
menjalankan fungsi ordonatur or.ung du*rln outn* penyelenggaran pengelolaan pacia

unit-unit.

(4)KepalauniUsatuankerjakarenajabatannyasebag'aiPenyelenggaraPernbantuKuasa
Barang (ppKB), [e*un.ng oan"nuitangiunqjawau atas Pengelolaan Barang Daerah

c i f i n g Xi, n'g, n U niUS atu an Kerj a ma si n g-m a si n g'

(5)PemegangBarangbertugasmenerima,menyimpandanmengeluarkanbarangdaeian
yang ada dalam pengurusannya, atas p€ti;ta# o:i"?tlJ: kuasa/ordonatur barang daerah

ataupejabatyangditunjukolehnyadanmernbuatsUratpertanggungjawabankepada

fi

fi,

I'
I
t"

t

p

BuPati.

(6) PenQurus Barang bertugas mengurus

oemlrintah dan atau pada unit pen'laKal

yang berada dilingkungan unit

ir

barang daerah
lainnya.

Banian Ketiga
Perancanaan d1n Pengadaan Barang

Pasal 107

(l) Pengelola yang ditugaskan untuk mengelola Barang Daerah menyusun;

a. Standarisasi Barang;
;. 

'sianoarisasi 
Kebutuhan Barang; dan

c. Standarisasi Harga'

(2) Perumusan Rencana Kebutuhan Barang 'D',?f!-.Y:luk 
setiap unit yang 

'dibiayai 
dari

Anggaran p"nou-pliln'o-rn eetanja bleian dipergunakan sebagai dasar dan pedoman

dalam mel akuxan-tutiu iinotxan dinid ang kebutuhan ba ra n g'

(3) Dalam melaksanakan Belanja Barang Daerah c1i'tetapkan stanclarisasi dengan l(eputttsan

(4) ?:lit:rra perencanaan kebutuhan barang daerah dan penreriharaan cJiaiur clengan

Peraturan BuPati'

Baqian KeemPat
Pengadain Barang dan Jasa

Pasal 108

PrinsloprinsipPengadaanBarangdanJasadalamrangkaPelaksanaanAnggaranBelanja

:i;tm:l'dn,iuu?tn?,!;:[:trerisiensi darr sesuar densan kebutuhan teknis vans

disyaratkan/ditetapkan; #-:*=*-::===::*z:#*7;n*iooo
PtiPn Kab. Muke>muko
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Terarah dan terkendali sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan lugas pokok dan

fungsi Perangkat Daerah;
M ei g utamakin peng gunaan produksi d alam negeri;da n 

..

Memberikan Xesempitan Ueri,rsana bagi pengusZha kecil, menengah dan koperasi'

Bagian Kelima
Prosedur dan Mekanlsme Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 109

Pelaksanaan Pengadaan Barang Daerah cJan Jasa dilakukan oleh Panitia

pengadaan/Pekeqaan Daerah (P3Di yang dibentuk clengan Peraturan Rupati'

Bupati dapat menetapkan kebijakan tentang Ptlqd,',iylil,*'jnun Unil untuk hal vang

bersifat khusus metatJi Fanitia pengadaan/pekerjaan Unit (P3U).

Panitia Pengadaan/Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal

ini, bertugas menyelenggarakan proses pengadaan dan mengusulkan calon pemenang

kepada Bupati/Kepa['tinit, sesuai dengan-ketentuan peraturan perundang-undangan

(4)

t\l

yang berlaku.

Susunan Panitia Pengadaan/Pekerjaan
Keputusan BuPati.

Susunan Panitia Pengadaan/Pekerjaan

Daerah (P3D) akan ditetapkan lebih lanjut dengan

Daerah Unit (P3U) diletapkan lebih lanjut dengan

teknis pelaksanaan yang berkailan denqan

dengan Peraturan BuPati'

Peraturan BuPati.

(6) Kepala Unit bertanggungjawab untuk membuat daflar hasil pengadaan barang dalam

tingkungan *.*unt"ngn," dan wajib melaporkan/m9nV1ryoaikan daftar hasil pengadaan

kepada Bupati ruiuiui iungelola dr,..;; D;;iun iutitrj 3 (iisa) bulan satu kali'

(?) Pengelola Barang Daerah bertanggungjawab '1t:l,T:buat 
daftar hasil pengadaan 

$'

barang yrng n.,u"r;;k; k;;ilr:i re;lisasi pengadaan clalam satu tahun anggaran

.rebasaimunu oi,i'#.iilr;; rivrt trl;;;ii.;;inrpakan lampiran perhitunsan APBD

tahun bersangkulan.

(8) Hal-hal yang menyangkut mekanisme dan\-/ 
Peraturan Daerah ini aXan diatur lebih lanjut

(1)

(2)

Bagian Keenarn
Mutasl Barang Daerah

Pasal 1 10

PenerimaanbarangyangberasaIdariplhakketigaE'pu'hibah,bantuan,suntbangirn
dan tukar guling yarig rirenladi pemilk p..ftl.tn Da.erah diserahkan kepacla Bupati

melalui pengelola Balang Daerah ,tan'n"u'u"s"Ottutngftn dalam Berita Acara Serah

Terima Barang.

penerimaan Darang yang merupakan kewajiban pihak ketiga kepada Pemerintah Daeratt

berdasarkan perjanjian dan pelaksrnu.n'lJJt.-iti' p"'i'ijian wailb diserahkan kepada

pemerintah Daerah berdasarkan perlanlian dan Relgfanaan darl suatu perjaniian waiib

dlserahkan kepacla Bupati melalui r.pi, tnstunsi Pengelola Barang Daerah disertai

dengan dokumen yans lenskap vang ;';';;;;;; oainm Berita Acara serah Terinra

ilfi: ,r.,ansi pengerora Barang Daerah meraksanakan penagihan terhadap kev'ajiban

nihak ketiga uun.gu';t";u oitoxtlo pada ayal (2) pasal ini'(3)

-- 

*-Effim
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' Bagian Ketujuh
Penyimpanan dan Penyaluran Barang

Pasal 111

,l) semua hasil pengadaan Barang Daerah yang bergerak,djterirna oleh Bendahara Umum

Barang atau Rela"baVFegawai y5ng ditunjJk oi'eh Kepala UniUsatuan Keria'

,Z) Bendahara Umum Barang atau pejabat yalg ditunjuk melakukan tugas-tugas pengelolaan

barang berkewajiban meliksanakan adrirtniitrasi perLrendaharaan barang daerah'

(3) Kepala Unit sebagai atasan ,langsung ,P"*9,!:l9,Baran9' 
bertanggungiai^rab atas

terlaksananya tertiiadministrasi barang lenagaimana dimaksud pada ayat (2-) pasal ini'

(4) Penerimaan Barang Daerah sebagalmana dimaksud pada ayat (1)pasal ini' solanjutnya
\ / 

disimpan dalam guiangltempat penyimpanan lain'

Pasal 112

Penorimaan barang tidak bergerak dilakukan oleh Kepala Unit atau Pejabat yang ditunjuk'

kemudianmelaporxankepadaBupat.metatuilnstansiPengelolaBarangDaerah.

Pasal 113

penerimaan Barang Daerah seb.a.gaimana dimaksucl clalam pasal 95 ayat"(1) Peraturan

Daerah ini OltaXufarlileh panitii PemeriXsa Barang sedangkan peme'riksaan barang

sebagaimana oimaxsuo-J"iun,., p"sar 95 avat tzr peraturan DJerah ini dilakukan setelah

diperiksa I nstansi ternis yang berwen.ng i J'igun'inemnuat Berila Acara Pemeriks aan'

Pasal 114 
ir

(l)PemeriksaanBaranq.DaerahcJi]aksanakanolehPanitiaPerneriksaBarangDaerahatau\r/ 
ippeDl tiru Panitia-Pemeriksa Unit (PPBU)'

(?.\SusunanPanitiaPemeriksaBarangDaerah(PPBD)akandiaturlcbihlanjutdengan
Peraturan BuPati'

(3)SusunanPanitiaBarangUnit(PPBU)dibentukdenganKeputusanUnit.

(4)PanitiaPemeriksabertugasmenguji,meneliticlanmenyaksikanbarangyangdrserahkan
sesuai densan persvaratanY'nn '"it';;;i; 

b"tt F;;;i;h Kerja (spxl atau kontrak

dan clibuatk'n #ttitil;;t pem"erixsaan Barang (BAPB)'

Pasal 115

penqeruaran barang oreh pemegang Barang 
. 
dilaksanakan atas cJasar Surat pcrintatr

pengeluaran Barang"ctariKepala lnstansi Funluioru Barang Daerah/Kepala Unit'

Bagian KedelaPan
Pemeliharan

Pasal 116

PengelolaBarangDaerahsebagaipelaksanaordonaturbarangdaerahbertanggungjawau
atas"Pemetinaraan barang daerah'

Tahun 2006
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Pasal 117

&

Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101

Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pengelola Barang Daerah/Kepala Unit.

Pelaktanaan Pemeliharaan Barang sebagaimana dimaksus dalam ayat (1) pasal ini,

berpeboman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD),

Pasal 118

Kepala UniVsatuan Kerja bertanggungjawab untuk membuat Daftar llasil Pemeliharnan
Baiang dalam lingkungan weweningnya dan wajib melaporkan dan menyampaikan daflar
hasil pemeliharaan barang tersebut kepada Bupati melalui Pengelola Barang Daerah
setiap 3 (tiga) bulan satu kali.

pengelola Barang Daerah meneliti laporan dan menyusun Daflar Hasil Penleliharaarr

BarJng yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran s'ebagai lampiran perhitungan

anggaran tahun yang bersangkutan.

Bagian Kosembilan
lnventarlsasi Barang

Pasal {19

Pengelola Barang Daerah sebagai Pusat lnventarisasi Barang bertanggungjawab untuk

*unini*prn hasil inventarisasi barang dan menyimpan dokumen kepemilikan'

Kepala Univsatuan Kerja be rtanggungjawab untuk menginventarisasi seluruh barang

inventaris yang ada dilingkungan tanggungjavrabnya'

Daftar rekapitulasi inventaris sebagaimana climaksud pada ayat (2) pasal ini, hatrus l.
Oisampaifan kepacla Pengelola Barang Daerah secara periodik'

"2)

(l)

(2)

(l)

(2)

(3)

Pasal 120

(1)PemerintahDaerahmelaksanakanSensusBarangDaerahsekalida]am5(|ima)tahun
untuK menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi barang'

(2) Pengelola Barang Daerah se.bagai Pusat Inventaris Barang (PlB) bertanggungjavrab atas

pelaksanaan sensus barang-barang daerah'

(3)Pe]aksanaanSensusBarangDaerahakanclitetapkan|ebihlanjutolehPeraturanBupati.

Pasal 121

Pengelola Barang Daerah bertanggungjawab untuk menyusun dan menghinrputt selurult

Laporan Mutasi aarang s;caiu p.tiiiiX Orn otntt barang seliap Tahun Anggaran dari scmua

unTvsrtrun Kerja perrierintah Daerah sesuai dengan kepemilikannya.

Pasal 122

(i)Setiaphasi|kegiatanbe|anjalrarangdanataubelanja.modaIbaikyangdibiayaiAPBD
maupun dana lainnya ygng nlu*1okrn 

'*liil(-Aut'un h"t diserahkan ke pada Bupati

melalui l(epala Instansi Pengelola B;;;;g Outiun berikut dokumen kepemilikan dengan

6erita acara untuk penyelesaian inventarisnya'

(2) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bupali melalui
\-/ 

Fengetota earang Daerah menetapkan pemanfaatannya'

-!-" 

. ' - = 
: : fr - r ! 
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i) Kepald Unit yang secara struktural menjadi penanggung jaw,?q ry]1\t'l::.n 
prosram

kegiatan bertanggungjawab ..p"nunnyt'atas pefJfianlin ketentuan pada ayat (1)

pasal'fri.
J

Baglan KesePuluh
Perubahan $tatus Hukum

Pasal 123

il) Barang Daerah dapat berubah status hukumnya dikarenakan:

a, Pelelangan/Penjualan;
b. Sumbangan/Hibah kepada pihak lain;

c. Pemusnahan;

(2)Denganadanyaperub.ahan.atas.slatushukumbarangdaerahsebagaimanadimaksud
pada ayat (f l palai lni, mata fraX XepemifXtnnV" ner[inOafr dan harus dihapuskan dari

buku daftar inventaris'

(3) setiap penghapusan Barang Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai

::t'[:l;rn bergerak berupa Kendaraan perorangan Dinas, kendaraan op-erasional Dinas

ditetapkandengartPeraturanBu.patisetelahmempero|ehpersetujuattDPRD:
b. Barang-barang tidak b?rg:r:; ;it.ir'Jxtt dengan 

'Peraturan Bupati selelart

c. il;iliil:l?xfff::?:T.yiJ'iJ.n akan dibangun kembari sesuai perunrukan semura

yang sifatnya menoeJak atau mJmbahayakan, penghapusannya clitetapkan dengan

d. [:iJffi:lr:;1.*., invenraris tainnya clitetapkan dengan Peraturan Bupati tanpa

persetujuan DPRD' n ararr hihah cJan oemusnahan$'
(4). Tata cara ,petelangan, 

penjualan,' pemberian sumbangan atau hibah dan p

serta pengnapusan barang daerah titt jiititpX'n lebii laniut dengan Peraturan Bupali'

/5) Perubahan status hukum lraranE daerah yang menimbulkan penerimaan harus disetorkan

'-' aup.nurlrnya kepada Kas Daerah'

Pasal 124

PenghapusanBarangDaeraltsebagaimanadimaksuddalampasal.l0Bayat(1)Peraturan
Daerah ini oiraxsarixrr'r"otn"Funiri"';;;g;;p;san 

Barang'Daerah (PPBD) vang akatn

Jit.iupftn dengan Peraturan Bupati'

Bagian l(esebolas
Pemanfaatan Barang Daerah

Pasal 125

( 1) Barang Daorah dapat dirnan{aatkan demi untuk meningkatnya

masyarakat metatui: i"nyu*'un' rynOo'nu'sahaan 
dan mra lainnya'

(2) Tata cara pt*J'-tlunT'n'eu*ng ot-?ln aian ditetapkan lebih laniut

BuPati.

pelaYanan kePacla

dengan Peraturan



(t)

(2)

tJ,

BAB XII

LAPoRANPERTANGGUNGJAWABANKEUANGANDAERAH

' Bagian Kesatu
Laporan Keuangan Pengguna Anggaran

Pasal 130

setiap akhir bulan l(epala unit Kerja Pengguna Ango.ala1 wajib menyampaikan Laporan

Keuangan pengguna-nnggtrun iepaOa"6upati melalui Bagian Keuangan' selantbat-

lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya'

LaporanKeuanganPenggunaanAnggaransobagaimanadimaksudpadaayat(1)PasaI
ini, menggambarkan tentang pencapaian kiner]a, program dan kegiatan, kemajuan

realisasi pencapaian target pendapatan, realisisi p€nyerapan belanja dan realisasi

pembiaYaan.

Mekanisme dan prosedur pelaporan seiagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini'

lit.irpft^ lebih lanjut dengan Peraluran Bupati'

Pemerintah Daerah menYamPaikan

APBD kePada DPRD.

Bagian Kedua
Laporan Triwulan

Pasal 131

laporan triwulan sebagai pemberilahuan pelaksanaan

$r

(t)

(2)

Bagian Ketlga
Laporan Akhir Tahun Anggaran

Pasal 132

setelahrahunAnggaranb.erakhir,BupatimenyusunLaporanPertanggungiav;aban
Keuangan Daerah Yang terdtrt oart:

a. LJporan Perhitungan4fBD
b. Nota Perhitungan APBD

c. LaPoran Aliran Kas; dan

d. Neraca Daerah.

LaporanPertanggungjavrabanKeuanganDaerahsebagaimanapadaayat(1)pasalini'
harus mengungkaPkan:
a.Secarawajardanmenye|uruh,dari-kegiatanPemerintahDaerah,pencapaiankinerja

keuangan Oueran 
jan i"ranfr.ton tJ,itui Ouiu ekonomis serta keiaatan terftaoap

b B:','rxiil[:'J::iJ:-:Jilrxx?l;. anssaran serra penvebab rerjacrinva se'sih anrara

realisasi dan anggarannya; antar) qatrr oeriode akuntansi dengatt

c.KonsistensipenyusUna.nIaporanKeUanganantarasatuperiodeakuntansid
Periode akuntansi sebelumnYa;

d.'P;;h;; kebijakan akuntansi.yang diterapkan;

e. Transaksi atau kejadiln nen!19,1;;';;ili setelah tangsal tutup bLtku vang

tn.tpungu*hi kcndisi keuangan; oan

f, Posisi Dana Cadangan

prioa Kab, f'lukomuko
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Pasal 133

rran PerhitunganAPBtl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (10 huruf a, berupa
frilungan atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalarn Tahun Anggaran
{alan, baik kelompok pendapatan, belanja maupun pembiayaan,

Pasal 134

Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 ayat (1) huruf b,

disusun berdasa rka n Laporan Perhitungan AP B D.

Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) parsal ini, menruat
ringkasan realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan, selta kinerja
keuangan daerah.

Pasal 135

l-aporan Allran Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal '117 ayat ('1) hurlf c Peraturan
Daerah ini, menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas.

taporan Aliran Kas sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, dapat disusun clengan metode
langsung maupun metode tidak langsung.

Pasal 136

Neraca Daerah sebagaimana climaksud dalanr pasal 1'17 ayat (1) huruf d, menyajikan

informiasimengenai posisiaktiva, utang dan ekuilas dana pada akhir Tahun Anggaran

posisi aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal irti, tidak terntast:k dalam ir
pengertian aktiva sumber claya alam seperti hutan, sungai kekayaan clidasar lattt, clrn
'iandungan 

pertambangan, serta harta peninggalan sejararfr yang rnenjadi esset nasional

BAB XIII
PENYUSUNAN PERHITUNGAN APBD

Bagian Kesatu
Proses Penyusunan Rancangan Porhitungan APBD

Pasal 137

tpabila DPRD dan Kepala Daerah belum mengambil .Keputusan Bersanta terltaclap

iancangan peraturan O!"tuft tentang APBD, Bufati melaksatnakan Pengeluat;in sc"tiatp

j*rlannya setinggi-tingginya sebosar seperdua belas APBD Tahun Anggaran sebclunrny'a'

,t,,,rus,rya untut< membiJyai Belanja yang bersifat tetap seperti Belanja Pegawal' [-ayanarr

Jasa dan keperluan kantr.lr sehari'hari.

Pasal 138

{l} Agar |aporan keuangan menggarnbarkan kondisi keuarrgan yang benar dan wajar, pada

rekening tertentu d;;; XJtinrpot Penclapatan, Be!anja, Pernbiayaan clan Neraca

di|akukanpenyesuaiansebagaiskibattimbulnyahakclankewajibanyangdiperhjtungkon
pada Tahun Anggaran yang berkenaan'

{?) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)pasal ini, clilakukan dengan rrenrbuat

jurnal pada Buku Jurnal Umum.

Tahun 2006
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1. (1)

)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 139

Bendahara Umum Daerah menutup semua transaksl penerimaan kas dan transaksi
pengeluaran kas setelah Tahun Arlggaran berakhir.

Selambat-lambatnya satu hari kerja setelah Tahun Anggaran berakhir, Bendahara Umum
Daerah melakukan perhitungan kas dan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 140

Setelah Tahun Anggaran berakhir, semua buku catatan akuntansi ditutup.

Penutupan buku catatan akuntansl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,
dilakukan dengan membuat jumalpada Buku Jumal Umum.

Semua transaksi yang terjadi setelah berakhirnya Tahun Anggaran berkenaan
d im asukkan seba g ai transaksi Tah un An g g aran berikutnya.

Pasal 141

Satuan kerja yang bertanggungjawab menyusun perhitungan Anggaran mempersiapkan
draft Rancangan Peraturan Dacrah tentang Perhitungan APBD.

Perhitungan APBD dlsusun menurut urutan susunan APBD setelah perubahan'

Uraian Perhitungan APBD terdiri dari anggaran setelah perubahan, rincian realisasi, dan

perhitungan seliiih antara anggaran dengan realisasi pendapatan dan belanja daerah.

perhitungan selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, disertai dengan

penjelasin tentang penyJnaU terjadinya selisih antara anggaran dengan realisasi, baik ir
i<arena fakor ierkendali maupun yang tidak terkendali penanggurlgiawab

program/kegiata n.

Bagian Kedua
Dokumen Rancangan Poraturan Daerah Tentang Perhltungan APBO

Pasal 142

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan AIBD setragaimana Oim3!ry! dalant

pasal 1-+0 ayat (1) Peraturan Daeiah ini, diiampaikan Btrpati kepada DPRD untuk

dimintaka n persetujuan.

Penyampaian Rancangan Peraturan Di91ah sebagaimana dimaksud pada Ayat ('1) pasal

ini, dilampiridengan f.tlia perfritungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah'

Sebelum Rancangan Feraturan Daerah sebagaimana djmaksud pada eyat (1).pasal ini

dibahas, DPRD m!nsosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masuKan'

Masukan dari masyarakat atas Rancangan-Peraturan Daerah didokumentasikan c1art

oiron.,firtun dalam feraturan Deerah tentang perhitungan APBD.

Baglan KeUga

PenetaPan Perhltungan APBD

Pasal 143

Agencla pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungarr APBD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal lqi ayat (1) Peraturan Daerah Ini' bcserta

lampirannya ditentukan oleh DPRD,

(1)

(4)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

rffi"'''':: ''1 : '' 
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(2)

(3)

(1)

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD yang telah disetujui oleh DPIlD
disahkan oleh Bupati paling hmbat tiga bulan setelah Tahun Anggaran berakhir,

Penilaian pencapaian kinerja berdasarkan tolak ukur Rencana Strategis ditetapkan
dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 144

Peraturan Daerah tontang Perhitungan APBD ditindaklanjuti dengan PeratLrran Bupati
tentang Penjabaran Perhitungan APBD.
Penjabaran Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilengkapi
dengan lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati tersebut.

Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, terdiri dari:
a. Ringkasan Perhitungan APBD.
b, Laporan Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan.
c. Rincian Perhitungan APBD.
d, Daftar Rekapitulasi Perhitungan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan ,dan

Perangkat Daerah.
Daftar Piutang Oaerah.
Daftar Pinjaman Daerah.
Daftar lnvestasi (Penyertaen Modal) Daerah.
Daftar Realisasi Dana Cadangan.
Daftar Realisasi Dana Depres'rasi.
Daftar Cek yang Masih Belum Dicairkan.
DaftarAset yang Diperoleh F,ada Tahun Berkenaan.
Laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari Neraca, Laporan
Rugi-Laba dan Laporan Aliran Kas. tr

Rincian Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c pasal ini,

memuat uraian Kelompok, Jenis, sampai dengan Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan.

BAB XIV
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pemblnaan

Pasal 145

Pembinaan pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri

Baglan Kedua
Pengendallan

Pasal 146

Pengendalian terhadap tertib pelaksanaan Pengelolaan tlarang Daerah dilakukan oleh Ilupati

yanj sehari-hari clilaksanakan oleh kepala lnstansi Pengelola Barang Daerah dan Kepala

UniUSatuan Kerja.

,.--=!!4
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Bagian Ketiga
Pengawasan

Pacal 147

1) Untuk menjamin pencapaian .:lrran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan

pengawasan atas pelaksanaan APBD.

2) Pengawasan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) pasal Inl, bukan bersifat pemeriksaan'

3) Pedoman pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal inl, diletapkan-' 
dengan Peiaturan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan'

, Pasal 14tl

:1) Llntuk menJamin efislensl dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah' Bupati

mengangkat peJabat yang bertugas melakukan Pengawas'an Internal pengelolaan

keuangan daerah.

(2)Pengawasaninternalsebagalmanadimaksudpada.ayat(1)pasa|ini,mencakupse|uru}t
aspek keuangan Jaeran tirmasuk p€ngawaTlterhadap tata laksana penyelenggaraan

pii-gtnt, kegiatan cian manajemen Pemerintah Daerah'

(3)Pejabatpengawasintemalsebagaimanadimaksudpadaayat(1)pasalini,melaporkan
hasil pengawasannya kepada Bupati'

Pasal 149

(1)Bupatiwajibmemberikanizinkepadaparat-penga.was'selalnpejabatpengawasintema|
sebagaimana di;;;;o paoa ear"i-.r se rylt (1.), untuk Pengawasan, terltadap ir
pengelolaan *.rrng;n d;eiutr ..trui p.,tiui.n ierunOlng-undangan yang berlaku'

(2)Sebelummelakukanpengawasan,.aparatpengawassebagaimanadimaksud.padaayat
(1) pasal ini, terreiiir i;;1; r.l;iilrn xooroinasi dengan pejabat p€ngawas intemal'

BAB XV

TUI{TUTAN PERBENDAHARAAN DAN' 
iuHrurnN GANTI Rucl BARANG

Pasal 150

(1)SetiapkerugiandaerahbaikyangIangsungr.naUp.un-^tidaklangsungsebagalakibat
perbuaran meranggar hukum at"u xeiaiJ"n iagr perbuatan seseorang/peiabauaparatur,

harusmenggantikeruglandaerahsesuainasirK6putusanTimTPTGR.

(2)SetiappimpinanPerangkatDaerahwajibmehkukantuntutangantikerugiancJaeralt
seoera setelah diketahui bahwa otr#' ptittlitibttttn yani bersangkutan terjadi

keilgian akibat Pihak manaPun'

(3)HalmenyangkutteknispelaksanaanakandiaturdalamPenaturanBupati.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN.I-AIN

Pasal 151

Untukmenjagava|iditasnilalasetyangtertuangolram.r'r-escaAwalDaerah,Bupatidapat
secara bertahap metakukan penilai.an,t.inlap seluruh "tti 

cottuh yang clilakukan oleh

Lembaga tnOepenOe'n'n"rrlrrihi"t dibld;ru';i6riaan peniraian aset' dehgan mengacu pada

pedoman penilatan i;*-o; ;;il;. g oik;ft I*un'Jr"n Mente ri Dalam N es ori'

irnPa Kab, Nukonruko
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BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pa8al 152

Peraturan Daerah inl disebut dengan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokol<

Pengelolaan Keuangan Daerah'

(2) ffiil ;'i*'^r' P"'iiyi1?^P:',i:!" ilrj;S\:",:'*" 
Peraturan vans mensatur

;il6;"i ;;lv;;;;til dinvatakan tidak berlaku lasr'
mellgulldl lror yqrry eq"'e -"'' - ^ ^^^ralr i, anai teknik

(3) Har-har yans netum qi?l:1,!:l:n^f:H::* 3:,'ir1l"$ 
sepanjane mens{

F':[3t J#lL;"#; ili;; r J[in ra n;ut de n s a n t: 
:1::'::^:: I :':

3:,ffiffi"J'.n'l'' murai beirak, ::j:[l1i'g:l]i:ii1ltifl1"i''in:.'T:i:ilrii:fl(4) Peraturan uaeran IIrr trrurdr Lre"q'\u 
i;'; i,;;i i;rdapat kekeliruan dalam penetapannya'\'/ 

oJ.g;. ietentuan apabila dikemud

akan diPerbaiki sePerlunYa'

Aqarsetiaporangdapatmengetahuiny?:Iu*,rintahkanPengundanganPeraturanDaerahini
dengan menempatkrffi; ;;tr r-eml,aran oaerah Kabupaten Mukomuko'

DitetaPkan di Mukomuko

Fror itnggtt oz - 01 - 2ooo
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